
SERTIFIKASI KOMPETENSI 

PENYULUH 
ANTIKORUPSI 



Apa yang dimaksud dengan  
Sertifikasi Kompetensi  
Penyuluh Antikorupsi  



Sertifikasi Kompetensi adalah 
proses pemberian sertifikat yang 
dilakukan secara sistematis dan 
obyektif melalui uji kompetensi 
(proses asesmen) yang mengacu 
kepada standar kompetensi kerja 
nasional dan/atau internasional 



Asesor: 
Penguji 

Asesi: 
Peserta 



Pada tahun 2016, KPK melalui Unit ACLC Direktorat 
Dikyanmas bersama para pemangku kepentingan 
antikorupsi berhasil menyepakati STANDAR KOMPETENSI 
KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) PENYULUH 
ANTIKORUPSI yang ditetapkan melalui  Keputusan Menteri 
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 303 Tahun 2016 
tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis 
Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis 
Lainnya Bidang Penyuluhan pada Jabatan Kerja Penyuluh 
Antikorupsi.   





20 Unit Kompetensi Penyuluh Antikorupsi 
1. M.74PAK01.001.1 Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Integritas  
2. M.74PAK01.002.1 Menangani Konflik yang Muncul dalam Proses  

 Penyuluhan Antikorupsi 
3. M.74PAK01.003.1 Menerapkan Aspek K-3 dalam Pelaksaanan Penyuluhan 

 Antikorupsi 
4. M.74PAK01.004.1 Menumbuhkan Semangat Perlawanan terhadap Korupsi 
5. M.74PAK01.005.1 Menyadarkan Bahaya dan Dampak Korupsi Termasuk 

 Perilaku Koruptif, Kolusi, dan  Nepotisme 
6. M.74PAK01.006.1 Membangun Cara Berpikir Kritis terhadap Masalah  

 Korupsi 
7. M.74PAK01.007.1 Meningkatkan Pengetahuan Terkait Antikorupsi 
8. M.74PAK01.008.1 Meningkatkan Keterampilan Antikorupsi 
9. M.74PAK01.009.1 Membangun Sikap Antikorupsi 
 
 

 
 



10. M.74PAK01.010.1 Menumbuhkembangkan Kelembangaan Antikorupsi 
11. M.74PAK01.011.1 Mendorong Kemandirian Kelompok Sasaran 
12. M.74PAK01.012.1 Menumbuhkan Pelaku Utama Antikorupsi  
13. M.74PAK01.013.1 Mengorganisasikan Kelompok Sasaran  
14. M.74PAK01.014.1 Membangun Komunikasi Kelompok Sasaran  

    Penyuluhan 
15. M.74PAK01.015.1 Menumbuhkan Jejaring Kerja Antara Kelompok 

    Sasaran  
16. M.74PAK01.016.1 Melakukan Kolaborasi  
17.  M.74PAK01.017.1 Memobilisasi Gerakan Antikorupsi 
18.  M.74PAK01.018.1 Memantau Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi  
19.  M.74PAK01.019.1 Mengevaluasi Pelaksanaan Penyuluhan Antikorupsi 
20.   M.74PAK01.020.1 Memfasilitasi Penguatan Kapasitas Kelembagaan 

    dan Kelompok Sasaran Penyuluhan Antikorupsi 
 

 
 



Jadi, yang dimaksud dengan  
Sertifikasi Kompetensi  
Penyuluh Antikorupsi  
adalah... 



Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Antikorupsi  

Proses pemberian sertifikat yang dilakukan 
secara sistematis dan obyektif melalui uji 
kompetensi (proses asesmen) yang mengacu 
kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia (SKKNI) No 303/2016 tentang 
Penyuluh Antikorupsi 



Dengan kata lain, Sertifikasi 
Kompetensi Penyuluh Antikorupsi  
adalah pengakuan atas kompetensi 
seseorang dalam melakukan 
penyuluhan antikorupsi  



 

Asesi yang telah lulus Uji Kompetensi 
dinyatakan KOMPETEN  

dan berhak mendapatkan  
SERTIFIKAT KOMPETENSI  



Apa yang dimaksud dengan  
Sertifikat Kompetensi  
Penyuluh Antikorupsi  



Sertifikat Kompetensi adalah bukti 
tertulis yang diterbitkan oleh 

lembaga sertifikasi profesi 
terakreditasi yang menerangkan 

seseorang menguasai kompetensi 
kerja tertentu sesuai dengan SKKNI 



Jadi, yang dimaksud dengan  
Sertifikat Kompetensi  
Penyuluh Antikorupsi  
adalah... 



Sertifikat Kompetensi Penyuluh Antikorupsi  

Bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga 
Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan 
Korupsi (LSP KPK) terakreditasi Badan 
Nasional Standar Profesi (BNSP) yang 
menerangkan seseorang menguasai 
kompetensi kerja sesuai dengan SKKNI No 
303/2016 tentang Penyuluh Antikorupsi 



Apakah perbedaan antara  
Sertifikasi Kompetensi  

dengan Sertifikat Pelatihan 
? 



Sertifikasi Pelatihan adalah 
proses pemberian sertifikasi 

yang dilakukan oleh lembaga 
pelatihan yang menyatakan 

bahwa seseorang telah berhasil 
menyelesaikan suatu program 

pelatihan tertentu. 



Sertifikat Pelatihan adalah 
bukti tertulis yang diterbitkan 

oleh lembaga pelatihan 
sebagai bukti resmi seseorang 
telah berhasil menyelesaikan 

suatu program pelatihan 
tertentu 



Terima kasih 
 

Portal Pembelajaran Antikorupsi 
aclc.kpk.go.id 

 


